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‘ BUPATI GORONTALO UTARA
: PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
- NOMOR R4 2023 |
TENTANG

SISTEM AKUNT)_\N SI PEMERINTAH KABUPATEN GOI;QONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf d Peraturah Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuang:im Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah

Mengingat  :

PARAF KOORDINASI
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PENGELOLA
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tentanngistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;

1.

Paéal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; '
Unaang—Undang Nomor 28 T?.hun 1999 tentang
Per;yelenggaraan Negara yang Bersih dari Bebas Korupsi, Kolusi
dari Nepotisme (Lembaran Negara;_ Republik Indonesia
Taflun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesm Nomor 3851);

Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Noénor 5, Tambahan Lembaran Negai'a Republik Indonesia
Nomor (4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
unéiang Nomor 2 Tahun 2020 tentané Penetapan Peraturan
Pefneﬁntah Pengganti Undang-Undang% Nomor 1 Tahun 2020

texitang Kebijakan Keuangan Negara daril Stabilitas Sistem
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BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
' NOMOR ¥ 2023 -
TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GOﬁONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa lierdasarkan Pasal 3 huruf d Peraturah Menteri Dalam Negeri

Mengingat

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedomafn Teknis Pengelolaan

Keuangén Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah

tentang;Sistem Akuntansi Pemerintah Kabuphten Gorontalo Utara;

. 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indone31a Tahun 1945; .

Unglang—Undang Nomor 28 Téhun 1999 tentang
Periyelenggaraan Negara yang Bersih daxj Bebas Korupsi, Kolusi
daﬂ Nepotisme (Lembaran Negarai Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesm Nomor 3851);

Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indones1a Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor (4355) sebagaimana telah d1ubah dengan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemermtah Pengganti Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara ‘dan Stabilitas Sistem
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Keﬁangan untuk Penanganan Panfdemi Corona Virus
_ Dlsease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekononuan Nasional
dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan Men_]adl Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Unaang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lerpbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
Un(jiang-Undang Nomor 11 Tahun 2007; tentang Pembentukan
Kat:)upaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran
Neéara Republik Indonesia Tahun 2007; Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 .tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesxa Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Norfnor 5587) sebagaimana telah beberaf)a kali diubah terakhir
der;gan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perietapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesxa Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
pengelolaan Badan Layanan Umum (Lem_baran Negara Republik
Ind:onesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Ref)ublik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Peruhahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Le}nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tafrlbahan Lembaran Negara Republik Irildonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repulik

Indonesxa Tahun 2019 Nomor 42);
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubhk Indonesia Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Peglenntahan Berbasis Akrual Pada Penierintah Daerah;

11. Peliaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republlk Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA.

BABI
KETENTUAN UMUM
¥ Pasal 1

Dalam Peraturan Bupafi ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara. .

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara yang dlselenggarakan oleh Pemerintah Daerah' dan DPRD Kabupaten
Gorontalo Utara.: ‘

Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara, ;

Akuntansi adaglah proses identifikasi, pencatatan pengukuran,
pengkla31ﬁkas1an pengikhtisaran transaksi dan kejadlan keuangan, penyajian
laporan, serta penglnterpreta31an atas hasilnya.

Standar Akuntan31 Pemerintahan yang selanjutnya : dlslngkat SAP adalah
prinsip-prinsip akuntan51 yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah. ;

Pedoman Umum Slstem Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat
PUSAP adalah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai
pedoman bagi Pemerlntah dalam rangka penyusunan Sistem Akuntansi
Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis Akrual dan penerapan
statistik keuangan pemerintah daerah untuk penyusunan konsolidasi fiskal

dan statistik keuangan secara nasional.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

P
=
:

Sistem Akuntan51 Pemerintahan Daerah yang selan_]utnya disingkat SAPD
adalah rangkalan sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi se_]ak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan ' _,organlsa51 pemerintah
daerah.

Kebijakan Akuntan51 Pemerintah Daerah adalah prmsm, dasar, konvensi,
aturan dan praktlk spesifik yang dipilih oleh Pemenntah Daerah sebagai
pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah
Daerah untuk memenuhl kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam
rangka menlngkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran,
antar periode maupun antar entitas.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selan_] utnya disingkat SKPKD
adalah unsur penun_]ang Urusan Pemerintahan pada Pemenntah Daerah yang
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. _

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi
dan klasifikasi terkalt transaksi keuangan yang dlsusun secara sistematis
sebagali pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan
Pemerintah Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana I%euangan tahunan pemerintahan daérah yang dibahas dan
disetujui bersame{ oleh pemerintah daerah dan DPRD, idan ditetapkan dengan
peraturan daerah

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lamnya} pada saat transaksi dan penstlwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan séaat kas atau setara kas diterima atali dibayar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas dltenma atau dibayar.
Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kntena pencatatan suatu
kejadian atau penstlwa dalam catatan akuntansi sehlngga akan menjadi
bagian yang melengkap1 unsur aset, kewagjiban, ekultas pendapatan-LRA,
belanja, pemblayaan pendapatan-LO dan beban, sebagalmana akan termuat
pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukan setlap pos dalam laporan keuangan.
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17.

18.

19,

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajlkan secara lengkap
informasi yang dlbutuhkan oleh pengguna. '

Laporan Reahsas; Anggaran yang selanjutnya disingkait LRA adalah laporan
yang menyajikaril informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/ deﬁsit-LI:?A, pembiayaan, dan sisa lebiﬁ/kurang pembiayaan
anggaran yang niasing-masing diperbandingkan dengim anggarannya dalam
satu periode.

Laporan Perubah:an Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL
adalah laporan fang menyajikan informasi kenaikaﬁ dan penurunan SAL
tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SlLPA/ SlKPA koreksi dan SAL
akhir, : 1

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi pésisi keuangan suatu
entitas pelaporan :mehgenai aset, kewajiban dan ekuitaé pada tanggal tertentu.
Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LQ adalah laporan yang
menyajikan infoxi‘masi mengenai seluruh kegiatan i‘operasional keuangan
entitas pelaporaﬁ yang tercerminkan dalam pendai:)atan LO, beban dan
surplus/deiisit operasmnal dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang
menyajikan 1nforma81 mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya dlsmgkat LPE adalah laporan
yang menyajlkan‘ informasi mengenai perubahan ek_ultas yvang terdiri dari
ekuitas awal, suri)lus/ defisit-LO, koreksi dan ekuitas aikhir.

Catatan atas Laf)oran Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah
laporan yang meniyajikan informasi tentang penjelasan :atau daftar terinci atau
analisis atas nllal suatu pos yang disajikan dalam LRA LPSAL, LO, LPE,

Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadal 7
Satuan Kerja Pe_rangkat Daerah yang selanjutnya dlsmgkat SKPD adalah

perangkat dae;'*ah pada  pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/ pengguna barang. :

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dlsmgkat PPKD adalah
Kepala Satuan Ker_]a Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas

melaksanakan p@ngelolaan APBD dan bertindak sebggal bendahara umum

daerah.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

H
+

Entitas Akuntan%i adalah unit pemerintahan penggufla anggaran/pengguna
barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk ;iigabungkan pada entitas pelaporanf
Entitas Pelaporar; adalah unit pemerintahan yang terciiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undaxingan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan kéauangan '
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang dltentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan. ‘
Pendapatan-LRA édalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang
menambah Sa1d6 Anggaran Lebih dalam periode ;tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemenntah daerah.
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam pengde tahun anggaran
bersangkutan yaing tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.
Pembiayaan Dael%ah adalah semua penerimaan yangiperlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkute;n maupun pada tahun-tahun anggafan berikutnya.
Pendapatan-LO a&lalah hak pemerintah daerah yang diékui sebagai penambah
ekuitas dalam penode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali. ! '
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau poten31 jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi
karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak
diharapkan senng atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh
entitas bersangkutan
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa rnasa lalu dan dari mana
manfaat ekonoml dan/atau sosial di masa depan dlharapkan dapat diperoleh,
baik oleh pemermtah daerah maupun masyarakat se;ta dapat diukur dalam
/

Kipan Kabag Wakil
Kefngu Hukum Ass I} Sekda | pupat

Q (417




37.

38.

39.

40.

41.

SAPD terdiridari : |

(1)

@

satuan uang, teriﬁasuk sumber daya nonkeuangan Sfang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagl ‘masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Investasi adalah . penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis

- seperti bunga, dev1den, royalti, manfaat sosial dan/s atau manfaat lainnya .

sehingga dapat menlngkatkan kemampuan pemerlntah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat

Kewajiban adalah utang yang timbul dari perlstlwa masa lalu yang

penyelesaiannya | mengakibatkan aliran keluar sqmber daya ekonomi -
pemerintah. | |

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara
aset dan kewa_]lban pemerintah daerah. ﬁ

Koreksi adalah tlndakan pembetulan secara akuntan31 agar akun/ pos yang
tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi : ' sesuai dengan yang
seharusnya. ; | | _
Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada ! akhlr periode - untuk'

mengakui pos- pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang

" berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum

dicatat pada tran§ak31 berjalan atau pada periode yang berjalan.

BAB II
SISTIM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

Sistem A.kuntansi? SKPD;

Sistem Akuntansi; SKPKD;

Sistim AkunmnsistUD; dan

Sistem Akuntansij_ Entitas Pelaporan.

{
1
H

Pasal 3
Sistem akuntan31 SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
mencakup tekmk pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
pendapatan-LO, beban pendapatan- LRA belan_]a, aset kewajiban, ekultas,

penyesuaian dan: korek31 serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

Sistem akuntanm SKPKD sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 2 huruf b-

~ mencakup tekqlk pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
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e. level 5 (lima) imenunjukkan kode rincian obyek: da;n
f. level6 (enam) menunjukkan kode sub rincian obyfek.

(3) BAS sebagaimanai‘ dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagiah tidak terpisahkan dari Peraturan Bﬁpati ini.,

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan P;upati ini mulai berlaku, Peraturan ]?:upati Gorontalo Utara
Nomor 14 Tahun 20%4 tentang Bagan Akun Standar l::‘emen'ntah Kabupaten
Gorontalo Utara (Beirita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014
Nomor 197) dicabut dajin dinyatakan tidak berlaku. :

2 Pasal 7
Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang rriengetahuinya, memerintahkan peﬁgundangan Peraturan
Bupati Gorontalo Ut&ra ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Gorontalo i:Jtara

Ditetapkan di Kvs}andang
Pada tanggal 20 WOVEWBER 20

i

Diundangkan di Kwar{dang
2 WvEmMBER 2023

/
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